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PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI PAMEKASAN
NOMOR 11 TAHUN 2018

TBNTANG
TATA CARA PEMBAGIAI{ DAI{ PENETAPAN

RII{CIAN DAITA DESA SETIAP DESA
TAHUN AI{GGARAIT 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PAMEKASAN,

bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 12 ayat
{6) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014
tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara, dan ketentuan pasal 12 ayat
(1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/pMK.A7 /2OtTtentang Tata Cara Pengalokasian Dana Desa Setiap
Kabupaten/Kota dan Penghitungan Rincian Dana Desa
Setiap Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa
Setiap Desa Tahun Anggaran 2018;

i. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1g5O tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Timur {kmbaran Negara
Republik Indonesia Tahun ig50 Nomor lg, Tambahan
l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor g],
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor
2 Tahun 1965 {Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara
Republik indonesia Nomor 273O1;

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2A14 tentang Desa
(lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Al4 Nomor
7, Tambahan Iembaran Negara Republik Indonesia Nomor
54e5);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2OlT tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara {trmbaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 2331;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 tentang Desa (lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2Ol4 Nomor 165, Tambahan iembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2Ol5
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
157, Tambahan lembaran Negara Repubiik Indonesia Nomor
5717j;
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5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana
Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara {l,embaran Negara Republik indonesia
Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan L,embaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5558), sebaqaimana telah
diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan
Pemerintah Nomor I Tahun 2}rc tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2Ol4
tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana diubah
dengan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016
Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 586a);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014
tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 2093);

7. Peraturan Menteri Desa Nomor 2 Tahun 2O16 tentang
Indek Desa Membangun;

8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.O7 /zAfi
tentang Tata Cara Pengalokasian Dana Desa Setiap
Kabupaten/Kota dan Penghitungan Rincian Dana Desa
Setiap Desa;

9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK. OT /2OI7
tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa,
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225 IPMK.AT /2A17
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri
Keuangan Nomor SO/PMK.A7 / 2Afi tentang Pengelolaan
Transfer ke Daerah dan Dana Desa;

l0.Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 16A Tahun 2015
tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah
Kabupaten Pamekasan Tahun 2015 Nomor 16A);

MEMUTUSI(AN:

PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN
PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA TAHUN
ANGGARAN 2018.

BA3 I
KETEITTUAN UMUM

Pasai 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1 Kabupaten adalah Kabupaten Pamekasan.
2. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum _vang memiliki

batas wilaSrah yang berwenang untuk menga"tur dan
mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat
setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal
usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati
dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik
indonesia.
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3. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi
Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah dan digunakan untuk membia_vai
penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan
pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan
pmberdayaan masyarakat.
Alokasi Dasar adalah aiokasi minimal Dana Desa -vang
akan diterima oleh setiap Desa, _!'ang besarannya dihitung
dengan cara 90oA (sembiian puluh persen) dari anggaran
Dana Desa dibagi dengan jumlah Desa secara nasional.
Aiokasi Afirmasi adalah alokasi yang dihitung dengan
mernperhatikan status Desa tertinggal dan Desa sangat
tertinggal, yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.
Alokasi Formula adalah alokasi yang dihitung dengan
memperhatikan jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan
Desan luas wilayah Desa, dan tingkat kesulitan geografis
Desa.
lndeks Kesulitan Geografis Desa, -vang selanjutnya disebut
IKG Desa adalah angka yang mencenninkan tingkat
kesulitan geografis suatu Desa berdasarkan variabel
ketersediaan pelayanan dasar, kondisi infrastruktur,
transportasi, dan komunikasi.

BAB II
PEITGAI,OXASIAIT

Pasal 2

Rincian Dana Desa setiap Desa diaiokasikan secara merata
dan berkeadilan berdasarkan:
a. alokasi dasar;
b. alokasi afirmasi; dan
c. alokasi formula.

Pasal 3

Besaran alokasi dasar setiap Desa sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 2 huruf a dihitung dengan cara membagi alokasi
dasar Kabupaten dengan jumlah Desa di Kabupaten.

Pasai 4

Besaran alokasi afirmasi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2 huruf b untuk Desa Tertinggal -yang memiliki
jumlah penduduk miskin tinggr dihitung sebesar 1 (satu)
kali a-lokasi afirmasi per Desa.
Besaran alokasi afirmasi untuk Desa Sangat Tertinggal
yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi dihitung
sebesar 1 (dua) kaii alokasi afirmasi per Desa.
Alokasi afirmasi setiap Desa dihitung dengan rumus
sebagai berikut:
AA Desa = (0,03 * DD) I iQ. DST) + (1 * DT)f
Keterangan:
AA Desa = Alokasi Afirmasi per Desa
ZI = Pagu Dana Desa Nasional

(1)

(2t

(3)
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DST = Jumlah Desa Sangat Tertinggal vang memiliki
jumlah penduduk miskin tinggi

DT = Jumlah Desa Tertinggal yang memiliki jumlah
penduduk miskin tinggi

Pasal 5

{1) Nokasi formula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
huruf c, dihitung dengan bobot sebagai berikut:
a. 10% {sepuluh persen} untuk jumlah penduduk;
b. 50% {lima puluh persen) untuk angka kemiskinan;
c. 15?b (lima belas persen) untuk luas wilayah; dan
d. 25% {dua puluh lirna persen} untuk tingkat kesulitan

geografis.
(21 Angka kemiskinan dan tingkat kesulitan geografis

sebagaimana dimaksud pada ayat {i ) huruf b dan huruf d
masing-masing ditunjukkan oleh jumlah penduduk
miskin Desa dan IKG Desa.

(3) IKG Desa sebagaimana dimaksud pada a_vat {21
berdasarkan data yang diterbitkan oleh kementerian yang
berwenang.

{4} Besaran alokasi formula setiap Desa dihitung dengan
menggunakan rumus sebagai berikut:
AF Desa = {0,10 * Z1l + (0,50 * Z2J + {0,15 * Zsj +

(0,25*Z4l"AFxab
Keterangan:
AF Desa = Alokasi Formula
Zl = rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap

total penduduk Desa di Kabupaten
Z2 = rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa

terhadap total penduduk miskin Desa di
Kabupaten

Z3 = rasio luas r.l'ilayah setiap Desa terhadap total
luas wilayah Desa di Kabupaten

Z4 = rasio IKG setiap Desa terhadap total iKG Desa
di Kabupaten

AF Kab = Alokasi Formula Kabupaten

BAB III
PEI{ETAPAN RIITICIAI{

Pasal 6

Rincian Dana Desa untuk setiap Desa Tahun Anggaran 2018
sebagaimana tercantum dalam l,ampiran -yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
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BAB TV
KETEilTUAil PEITUTUP

Peraturan Bupati
diundangkan.

Pasal 7

ini mulai berlaku

Agar setiap orang mengetahuinya,
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan
dalam Berita Daerah Kabupaten Pamekasan.

pada tanggal

memerintahkan
penempatannya

Ditetapkan di
pada tanggal

Pamekasan
19 Februari 2018

SAN,

LIH
Diundangkan di Pamekasan
pada tanggal 19 Februari 2018

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PAMEKASAN,

BERITA DAERAH
NOMOR 11

KABUPATEN PAMEKASAN TAHUN 2OI8

MOHAMAD ALWI



LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI PAMEKASAN
NOMOR 11 TAHUN 2018
TENTANG
TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN
RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA
TAHUN ANGGARAN 2018

RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA
TAHUN ANGGARAN 2018

NO. KECAMATAN NAMA DESA BESARAN (Rp)

1 2 3 4
1 TLANAKAN DAf}UAN 934,6IO
2 TLANAKAN TERRAK I, lu4,u /'t
3 TLANAKAN MANGAR 828,853
4 TLANAKAN BANDARAN ) r'2,6'2q
5 TLANAKAN KRAMAT 6b1,96r
6 TLANAKAN AMBAT 92L,LOz
7 TLANAKAN BRANTA PESISIR 6U+,'2 /6
8 TLANAKAN TLANAKAN 829,1 t0
9 TLANAKAN BRANTA TINGGI /bu,ulb
10 TLANAKAN TLESAH 753,301
11 TLANAKAN LARANGAN TOKOL 9'/5,',z t'.2

L2 TLANAKAN CEGUK / r)u,+u'J
13 TLANAKAN PANGLEGUR 831,111
T4 TLANAKAN BUKEK {tJ1,9 /3
15 TLANAKAN GUGUL 891,992
16 TLANAKAN LARANGAN SLAMPAR l, 143,U30
t7 TLANAKAN TARO'AN 852,956
t6 PADEMAWU TANJUNG ,bl,tlr
19 PADEMAWU PADELEGAN 6J I,+L+Z
20 PADEMAWU MAJUNGAN 963,984
2l PADEMAWU PAGAGAN 9bb, t5 r

'z'.2 PADEMAWU JARIN I,U+9rt't5.+
23 PADEMAWU BADDURIH 96r,215
24 PADEMAWU BUDDIH 735,869
25 PADEMAWU SOPA'AH 125,619
26 PADBMAWU PREKBUN 73L,2L7
27 PADEMAWU DURBUK 79{o,890
2A PADEMAWU PADEMAWU BARAT 856,799
29 PADEMAWU PADEMAWU TIMUR 695,04(J
3t) PADEMAWU BUNDER 763,774
31 PADEMAWU DASOK 809,I71
32 PADEMAWU MURTAJIH 659,5JU
33 PADEMAWU SUMEDANGAN /9b,ol /

34 PADEMAWU LEMPER 807,848
35 PADEMAWU SENTOL 62U,6U I
36 PADEMAWU TAMBUNG 805,40b
37 PADEMAWU BUDDAGAN /b3,25b
38 GALIS TOBUNGAN 6u',2,'24',/

39 GALIS KONANG 925,t96
4A GALIS PANDAN 802,159
41 GALIS LEMBUNG 777,',2',26
42 GALIS GALIS 798,755
43 GALIS BULAY E32,4(.Jer

+4 GALIS PAGENDINGAN 759,579
45 GALIS PONTEH /f-]9,166
46 GALIS POLAGAN 866,589
47 GALIS ARTODUNG /o|.J,'2 19

48 PAMEKASAN PANEMPAN t+u,5 r'2
49 PAMEKASAN LADEN /'{ 3,633
50 PAMEKASAN JALMAK 795,679
5t PAMEKASAN TEJA BARAT 819,161





52 PAMEKASAN TnJA TIMUR 804,34q53 PAMEKASAN BETTET 7gQ,23i
54 PAMEKASAN NYAI-ABU LAOK 749.55
55 PAMEKASAN MALBU DAJA 910,359
56 PAMEKASAN TORONAN 784.274
57 PROPPO KARANG AI,IYAR /60,L9358 PROPPO TOKET L,O48,22559 PROPPO CANDI BURUNG 977,356
60 PROPPO BATOKALANGAN 1,{.J57,b79
61 PROPPO GRO'OM r.023.38462 PROPPO SRAMBAH L,|o(.J4,7 L663 PROPPO PANGTONGGAL 1,106,127
64 PROPPO SAMIRAN I,UU3, lgE
65 PROPPO KODIK 739,412
66 PROPPO KLAMPAR I,Ubb,bg6
67 PROPPO SAMATAN 81sJ8O68 PROPPO LENTENG 723,96469 PROPPO TLANGOH /57,595
70 PROPPO BILLA'AN /'/4,U09
71 PROPPO RANGPERANG LAOK )L4,912
72 PROPPO RANGPERANG DAJA 916,50973 PROPPO BAIYYUBULU 966,507
74 PROPPO PANGORAYAN /51,128
75 PROPPO PANGLEMAH /53,4I0
76 PROPPO MAPPER '/ 69 ,43877 PROPPO PROPPO 783,29778 PROPPO JAMBRINGAN 996,21679 PROPPO CAMPOR ,144,20680 PROPPO PANAGGUAN 9g6,9668I PROPPO PANGBATOK E74,I52
82 PROPPO TATTANGOH I,U I3,bzg
83 PROPPO BADUNG e06;459
84 PALENGAAN BAT{YUPELLE r,2(J6,476
85 PALENGAAN REK KERREK ,532,00686 PALENGAAN ANGSANAH 8e i363
a7 PALENGAAN AKKOR 840,812
8B PALENGAAN LARANGAN BADUNG 88{J,17259 PALENGAAN PANA'AN 1,011,569
90 PALENGAAN POTO'AN LAOK /7{.J,959
91 PALENGAAN POTO'AN DAJAH 876,309
92 PALENGAAN KACOK 965,47993 PALENGAAN ROMBUH 942,42794 PALENGAAN PALENGAAN LAOK i,259, 16195 ALENGAAN PALENGAAN DAJAH r,312,797
96 PEGANTENAN PLAK PAK 1,367,O27
97 PEGANTENAN PALESANGGAR 1,395,ggg
98 PEGANTENAN PEGANTENAN 519,U35
99 PEGANTENAN BULANGAN BRANTA 754,481
t{J0 PT'GANTENAN BULANGAN BARAT r,{.J56,749
101 PEGANTENAN BULANGAN HAJI e 18p90ra2 PEGANTENAN TLAGAH goo,ggg
103 ,EGANTENAN BULANGAN TIMUR 845,253i04 PEGANTENAN TEBUL TIMUR 844,449l05 PEGANTENAN TEBUL BARAT 79OSqT
106 ,EGANTENAN AMBENDER 977,916
L|."J/ PEGANTENAN PASANGGAR r,447,922
1U8 PEGANTENAN TANJUNG L,427 ,596709 LARANGAN PELTONG 726,502
11(] LARANGAN BLUMBUNGAN 1,371,47311i LARANGAN TRASAK 7gg,2gg
T12 LARANGAN I'T,NT'ENAN BARAT /ll,963
113 LARANGAN TENTENAN TIMUR 684,579
TL4 LARANGAN GRUJUGAN 746,5I4

15 LARANGAN LARANGAN LUAR g73,gsq
116 LARANGAN LARANGAN DALAM g36,2gl
L17 LARANGAN PANAGGUAN 7g7,A6l
118 LARANGAN Il! ONTOK 776,gqT

L9 LARANGAN TARABAN 742,591


